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Abstract

because the circular letter should not rule out a ministerial regulation.

Keywords: 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum sebuah Surat Edaran terhadap Peraturan Kepala 

Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa Kebijakan Kepala BPN dengan mengeluarkan  

lebih tinggi dari pada surat edaran.

Kata Kunci 

A. Pendahuluan

dalam kehidupan manusia dan merupakan hal 

maupun tempat usaha. Makin meningkat jumlah 

dalam era pembangunan nasional maupun guna 

memberikan arah serta landasan hukum sesuai 
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UUPA. Salah satu tujuan dalam UUPA disebutkan 

dasar-dasar untuk memberikan jaminan kepastian 

hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh 

diperhatikan oleh setiap para pendaftar tanah maupun 

” Untuk menjamin kepastian hukum oleh 

pemerintah diadakan pendaftaran tanah di 

peraturan pemerintah.”

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-

Kegiatan  Pendaftaran sebagai Peralihan Hak 

kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat 

hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau 

di jadikan dasar bagi pendaftaran perubahan 

perbuatan hukum itu. 

a. jual beli;

b. tukar menukar;

c. hibah;

e. pembagian hak bersama; 

f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai 

atas tanah Hak Milik; 

g. pemberian hak tanggungan

i. pemberian Kuasa Membebankan Hak 

Nasional  dengan  tugas  dan  kewenangan  tertentu  

kuasa  pembebanan  hak  tanggungan  sebagaimana 

Dalam  perkembangan  pendaftaran  tanah  di  

dikukuhkan  melalui  berbagai  peraturan  perundang-

untuk  membuat  akta pemindahan  hak  atas  
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akta pemberian  kuasa  membebankan  hak  

tanggungan  menurut  peraturan perundang-

akta-akta tanah tersebut” . 

tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat 

diberi wewenang  untuk  membuat  akta  otentik  

mengenai  perbuatan  hukum  tertentu mengenai 

hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah 

susun”.

terhadap hubungan  antara  Kantor  Pertanahan 

strategis  itu  tidak  lain  adalah  mengeluarkan  sebuah  

akta  Pembagian  Hak  Bersama. Sedangkan  dalam  

utama  dalam  rangka  pemeliharaan pendaftaran  

merupakan peraturan tanah sebagai pelaksana 

perbuatan hukum peralihan dan pembebanan  oleh  

para  pihak  atas  tanah  harus  dibuat  dengan  bukti  

ini  dimaksud  untuk  menjamin  hak  dan kewajiban 

serta akibat hukum atas perbuatan hukum atas tanah 

oleh para pihak. 

Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  BPN  

harus  dibuat  dengan menggunakan  blangko  akta  

ini menimbulkan ketergantungan pelaksanaan tugas 

umum  dengan  keberadaan  blangko  akta  Pejabat 

Fungsi blangko akta Pejabat Pembuat Akta 

sebagai dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran 

Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  Badan  

Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  

disediakan  BPN  dianggap  mengurangi  hakikat  dari 
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tata cara  dan  prosedur  pembuatan  akta  otentik  

akan  membawa  akibat  hukum  kepada kekuatan 

pembuktian akta itu. 

Peraturan Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  

Perubahan Peraturan Menteri  Negara  Agraria/

akta tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara.

penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana kekuatan 

B.  Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian 

sama dengan penelitian doktrinal. Penelitian hukum 

doktrinal dapat didefinisikan sebagai penelitian 

menjelaskan area-area kesul i tan dan prediksi 

diperoleh dengan cara menginventarisasi sekaligus 

perundang-undangan beserta dokumen-dokumen 

analisis dengan menggunakan teknik analisis sumber 

hukum dengan logika deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah 

Pemerintah.

menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan 

jelas merupakan perpanjangan tangan dari  

Badan Pertanahan Nasional khusus dalam pembuatan 

konstitutif 

Pertanahan

dipertegas juga dalam peraturan perundang undangan 

anah.

bahwa dalam melaksanakan 

Kantor Pertanahan 
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ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan tertentu menurut PP ini dan peraturan 

perundang-undangan 

bahwa 

untuk membuat 

akta otentik mengenai perbuatan hukum 

tersebu mengenai perbuatan hukum tertentu 

mengenai hak atas tanah atau hak milik atas 

satuan rumah susun.

menga akan 

membuat akta mengenai hak atas tanah atau 

hak  milik atas satuan rumah susun terletak 

didalam daerah 

mengatakan bahwa 

a.     Jual beli

b.    

c.     Hibah 

d. Pemasukan ke Dalam Perusahaan 

e. Pembagian Hak Bersama

f. Pemberian Hak Guna Bangunan / Hak 

g.    

h.    Pemberian Kuasa Membebankan Hak

juncto PP Nomor 37 

secara tegas dicantumkan sebagai Pejabat Umum 

akta 

sebagai bagian dari keseluruhan sistem pendaftaran 

kegiatan pendaftaran 

masing-

masing 

itu.

tanah untuk membuat akta-akta otentik sebagai 

bukti telah perbuatan hukum tertentu 

mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan 

untuk 

mendaftarkan kepada Kantor Pertanahan atas akta–

akta 

hari kerja sejak tanggal 

bersangku an.

merupakan 

i tu tidak 

kepu usan 

Peraturan Presiden  

menegaskan 

dari 

Policy 

Rules Pemerintah 

demikian dapat dikatakan bukan subordinasi 

Undang-undang Pokok 

untuk  membuat  Peraturan Pemerintah tentang 

dan tidak memerintahkan 

BPN untuk membuat keten uan-keten uan tentang 

kewenangan Pejabat Pembuat Akta 

Berdasarkan PMNA/Peraturan Kepala Badan 

blanko akta sendiri.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Ketentuan dalam peraturan Mentri Negara Agraria/

pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam 

pengisian dibuat sesuai dengan lampiran 

a. akta Jual Beli;

b. Akta Hibah;

c. Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan;

d. Akta Pembagian Hak Bersama;

f. Akta Pemberian Hak Guna Banguan/Hak 
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g. Surat  K uasa M embebankan Hak 

3. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah 

sesuia dengan ketentuan sebagaimana diatur 

ditujukan kepada seluruh kanwil BPN dan kantor 

mengakibatkan pelaksanaan peraturan Kepala BPN 

Mentri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Pada tatanan hierarki Peraturan Perundang-

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

menguraikan tentang jenis dan hierarki peraturan 

perundang-undangan sebagai berikut:

3. Undang-undang/Peraturan PemerintahPengganti 

Undang-undang

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dal am tataran pembentukan peraturan 

perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum 

Kelsen. Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat 

bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang 

dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki/tata susunan 

tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak 

Sehingga dilihat dari hierarki perutan perundang-

maka keontetikan akta juga dapat dipermasahkan. 

D. Kesimpulan

oleh Mentri Agraria dan diberi wewenang untuk 

pembebanan hak tanggungan menurut peraturan 

Kebijakan Kepala BPN dengan mengeluarkan  

Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional 

kanwil BPN dan kantor Pertanahan seluruh Indonesia 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
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mengesampingkan peraturan menteri. Dan peraturan 

pada surat edaran.

E. Saran

Surat edaran tersebut mengenai pemanfaatan blanko 
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